
BUPATIJOMBANG
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURANBUPATIJOMBANG
NOMOR 21 TAHUN2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANADESA TAHUN2024

Menimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIJOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat



2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
963);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran,
dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang,
Tahun 2016 Nomor liD, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor liD)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2023 Nomor lOlA);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pernerintah
Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
6/E);

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89 IE);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2023 Nomor 1141A), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang
Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2024 Nomor 24 IA) ;
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24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 202'3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2023 Nomor lI8/E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAANDANADESATAHUN2024.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat
RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk
periode 1 (satu) tahun.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di
singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
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12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pernbangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa
pada bank yang ditetapkan.

14. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta
meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa.

18. Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Negara dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OM-SPAN
adalah aplikasi yang berbasis web dan digunakan untuk
memonitoring transaksi anggran negara.

19. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa.

20. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM
adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa
yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

21. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya
disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan
Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
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Pasal2

Petunjuk teknis penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menyelenggarakan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal UsuI
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana
Desa;

b. mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah
Daerah; dan

c. terwujudnya pengelolaan Dana Desa secara tertib, efisiensi,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta
mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABII
PENYALURANDANADESA

Pasa13
(1) Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke

RKDmelalui rekening kas umum Daerah.
(2) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya.
(3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan

sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam
bentuk BLTDesa;

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/ atau
c. program pencegahan dan penurunan stunting.

Pasa14
(1)Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu

Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa,
dilakukan paling lambat bulan Juni; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa,
dilakukan paling cepat bulan April.

(2)Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara
penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan
keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran
dari Bupati secara lengkap dan benar.
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(3)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:

1.peraturan Desa mengenai APBDesa;
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
3.peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa dalam hal Desa menganggarkan BLTDesa.

b. Tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melalui Dinas
melakukan:
a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya termasuk perekaman jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa
menganggarkan BLT Desa;

b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
yang disertai dengan daftar rincian Desa,

melalui Aplikasi OM-SPAN.
(5)Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang

ditentukan penggunaannya meliputi :
a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana

Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal
Desa menganggarkan program pencegahan dan
penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan

b. perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai
dengan bulan kedua belas dalam hal Desa
menganggarkan BLTDesa tahun anggaran 2023.

(6)Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12
(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah KPM
bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

(7)Persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi
OM-SPAN.

(8)Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melalui Dinas
melakukan:
a. perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa tahun

anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah
dibayarkan kepada KPMdalam hal Desa menganggarkan
BLTDesa tahun anggaran 2024; dan
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b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur
yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui
Aplikasi OM-SPAN.

(9)Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan

mengenai langkah -langkah akhir tah un.
(10) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2
untuk seluruh Desa, dan menyampaikan surat kuasa
dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar
RKD.

(11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan
surat pengantar yang ditandatangani kepala Dinas.

(12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk
dokumen digital (softcopy).

(13) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah
memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(J

Pasa15
(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
angka 1 dan angka 2, dan huruf b.

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan
stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan
melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada
Bupati.

(3)Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dan ayat (2).
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BABIII

MEKANISMEPENARlKANANGGARANDANADESA

Pasa16

(1) Penarikan anggaran Dana Desa di bank yang telah
ditetapkan, dilengkapi dengan:
a. form penarikan; dan
b. surat pengantar dari Camat.

(2) Mekanisme penarikan anggaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
PENGGUNAANDANADESA

Pasal 7
(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan
kewenangan Desa.

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa.

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa
dilaksanakan melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pencegahan

dan penurunan stunting di desa dan perluasan akses
kesehatan, penguatan ketahanan pangan nabati dan
hewani, dan penurunan beban pengeluaran masyarakat
miskin melalui BLT, Padat karya tunai dan bantuan sosial
lainnya;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa dalam rangka
pendataan desa, pengentasan kemiskinan dan Kawasan
kumuh desa, pengembangan listrik alternative,
pembangunan sarana prasarana untuk transportasi desa,
informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas
masyarakat desa, peningkatan keterlibatan masyarakat
desa dan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana
alam, non alam dan bencana karen a perubahan iklim;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal melalui
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pengembangan usaha
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengembangan Desa wisata;
dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan,
pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya
alam Desa.
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Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat dilaksanakan melalui:
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan

masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan
stunting, penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular, optimalisasi pelaksanaan program jaminan
kesehatan melalui promosi dan advokasi, pencegahan dan
pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor
narkotika;

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dalam
rangka konsolidasi data SDGs Desa dan perkembangan
Desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
melalui pelatihan dan pengembangan jaringan pemasaran,
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh
melalui forum warga, peningkatan kualitas Sumber Daya
masyarakat Desa, dan pengembangan listrik alternatif;

c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan
kewirausahaan masyarakat desa melalui pelatihan dan
promosi potensi desa, pengembangan dan peningkatan
kapasitas BUMDesa dan BUMDesa Bersama,
pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola oleh BUMDesajBUMDesa Bersama;

d. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan
kapasitas seni budaya warga desa; dan

e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi
dan penanganan bencana alam dan nonalam rnelalui
penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam,
non alam dan kejadian luar biasa.

01

BABV
FOKUSPENGGUNAANDANADESA

Pasal10

(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya
untuk mendukung:
a. penanganan kemiskinan ekstrem;
b. program ketahanan pangan dan hewani;
c. program pencegahan dan penurunan stunting skala

Desa; danj atau
d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan

permodalan BUM Desaj BUM Desa bersama, serta
program pengembangan Desa sesuai potensi dan
karakteristik Desa.

(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam
APBDesa tahun 2024.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional
pemerintah Desa.
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Pasal 11

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan
kemiskinan ekstrem berupa BLTDesa.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada KPM diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan
keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.

(3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan kriteria:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang

menahun, sakit kronis, dan/ atau
disabilitas;

ren tan sakit
penyandang

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia; atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
ekstrem.

(4) Dalam menentukan KPMsebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah
sebagai acuan untuk menetapkan KPMBLTDesa.

(5) Daftar KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam musyawarah
Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

o

Pasal 12
(1) BLT Desa Dana Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua

puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
(2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga

ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

selama 12 (dua belas) bulan per KPM.
(4) Pemberian BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan
paling banyak untuk 3 (tiga)bulan secara sekaligus.

Pasal 13

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan
dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan
dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan aspek:
a. ketersediaan pangan di Desa;
b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
c. pemanfaatan pangan di Desa.
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(3) Bentuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) terdiri atas:
a. mendorong masyarakat petani untuk menyimpan

sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan di
tingkat Rumah tangga;

b. penyediaan cadangan pangan di tingkat desa melalui
Pembangunari/ pengelolaan / pemberdayaan kelompok
lumbung pangan Desa;

c. pengembangan usaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan perikanan;

d. pembangunan Zrehabiltasi infrastruktur pertanian;
e. pemberdayaan Pekarangan Pangan melalui Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terintegrasi
(kandang, kolam dan kebun);

f. pengadaan bibit tanaman pangan atau hortikultura
yang dibagikan kemasyarakat;

g. Pemberdayaan masyarakat tentang penguatan pangan
dan/ atau taman pemulihan gizi bagi balita gizi buruk
dan stunting;

h. pemberdayaan usaha pangan lokal;
i. pembinaan mutu dan keamanan pangan;
j. pengolahan pasca panen; dan
k. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

a

Pasal 14

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan
penurunan stunting skala Desa dilaksanakan melalui:
a. Intervensi spesifik;
b. intervensi sensitif; dan
c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan

penurunan stunting,
sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

(2) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. penyuluhan dan konseling gizi;
b. pemantauan tumbuh kembang balita;
c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi

ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan)
bulan pada saat posyandu dan makanan tambahan
pemulihan bagi balita gizi buruk selama 90 hari

d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu
eksklusif;

e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu
ibu pada anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua
puluh empat) bulan; dan

f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu
ibu menggunakan pangan lokal.



----~-

13

(3) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga

sasaran stunting;

b. upaya pencegahan perkawinan dini;
c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana

dan Keluarga Berkualitas;
e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian

makanan tambahan lokal;
f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan

anak, stimulasi tumbuh kembang;
g. perilaku hidup bersih dan sehat;
h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui

pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina
keluarga balita;

1. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
J. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;

dan
l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah

kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan
kebun.

(4) Tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan
penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan

manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik
pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina
keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan
perkembangan;

b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di
Desa dalam SID;

c. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa:
d. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi

pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan
penurunan stunting di Desa;

e. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia,
kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik
pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa yang khusus
untuk menangani percepatan penurunan stunting di
Desa; dan

f. Penyediaan fasilitas / alat bantu kerja bagi kader yang
mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa
untuk kader sesuai kewenangan Desa.
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Pasal 15

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk bantuan permodalan
BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan melalui
penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa
bersama.

(2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan Zatau BUM
Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM
Desa bersama.

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan untuk:
a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/ atau

BUM Desa bersama;
b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan

kapasitas usaha; dan/ atau
c. penugasan Desa kepada BUMDesa/BUM Desa bersama

untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
(4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih
dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan
kebutuhan dan kewenangan Desa.

(5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)ditetapkan dalam APBDesa.

(6) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa
dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran
Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan bentuk kegiatan:
a. koordinasi, dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
lain, masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat
dalam rangka membangun keharmonisan hubungan
koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang terdiri atas:
1. biaya komunikasi Pemerintah Desa;
2. kegiatan rapat Zpertemuan dalam rangka

koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
3. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke

kecamatan dan/ atau kabupaten.
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b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam
rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan
sosial yang disebabkan karena:
1. kerniskinarr/ kesusahany musibah, keterbatasan

dana meliputi biaya transportasi masyarakat Desa
yang membutuhkan akses darurat kepada layanan
kesehatan yang berjarak jauh dari Desa dan
bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat
miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti
jenazah;

2. konflik sosial meliputi biaya operasional untuk
mediasi konflik sosial di Desa, biaya operasional
untuk menjamin keamanan dan ketertiban di desa
dan penyelenggaraan forum lintas kelompok
budaya dan agama sebagai upaya pencegahan
konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum;
atau

3. bencana yang merumpa warga/masyarakat
meliputi bantuan logistik bagi masyarakat Desa
yang menjadi korban bencana, biaya transportasi
Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa
yang belum mendapat intervensi dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah dan kegiatan
rapaty pertemuan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan kerawanan sosial.

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian
untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan
olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan
rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian
apresiasi kepada orang dan.' atau masyarakat yang
membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat
digunakan untuk:
a. membayar honorarium pemerintah Desa;
b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan

darr/ atau kabupaten; dan
c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan

jaminan sosial ketenagakerjaan.

(J

BABVI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17
(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP
Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita
acara.
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(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKPDesa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mengikuti tahapan perencanaan Pembangunan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 18
(1) Pelaksanaan program dan Zatau kegiatan dilakukan

melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya
lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan
Padat Karya Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui
swakelola oleh Desa atau badan kerja sarna antar Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sarna antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 19
(1) Pelaksanaan program dan I atau kegiatan melalui

swakelola dilakukan dengan mendayagunakan sumber
daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber
daya manusia di Desa.

(2) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang
didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara
swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sarna antar
Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/ jasa.

Pasa120
(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan

Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dari/ atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa

ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
dan

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.
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Pasal21

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
b. data yang disediakan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan

c. aspirasi masyarakat Desa.
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APBDesa.

d

Pasal 22
(1) Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk

pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau
tempat ibadah kecuali Desa dengan status Mandiri;

(2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan
oleh Desa yang berstatus Desa Mandiri untuk rehabilitasi
atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai
Desa, dengan ketentuan:
a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu

anggaran; dan
b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai

dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BABVII
PUBLIKASIDANPELAPORAN

Pasal23

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan
publikasi APBDesa.

Pasal24

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dilakukan di ruang publik Desa yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa darr/ atau website Desa;

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
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(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/ atau tertulis.

Pasal25
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa kepada menteri keuangan
melalui Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan dalam bentuk dokumen digital
menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal27

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasa126
(1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas

Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan
menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang
dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

Dalam hal APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan
sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dilakukan:
a. peninjauan kembali dan penetapan Perubahan RKP Desa

tahun anggaran 2024; dan
b. hasil Perubahan RKP Desa dituangkan dalam perubahan

penjabaran APB Desa sebelum dilakukan perubahan APB
Desa tahun anggaran 2024.
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BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2. Fe.rtlari 2.2.
SEKRETARIS
KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATENJOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 2' IE
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